
 

 

 

BUPATI JOMBANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 

NOMOR 47 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 38 TAHUN 2021 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerh Propinsi Jawa 
Timur nomor 045.2/14872/102.1/2021 tanggal 1 September 
2021 perihal Perubahan Pagu Anggaran Definitif Belanja 

Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/ Kota pada 
APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 
129/PMK.07/2021 tanggal 16 September 2021 tentang 

Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil 
pada Tahun 2021. Keputusan Menteri Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Tehnologi Reppublik Indonesia 

nomor 210/P/2021 tanggan 27 Agustus 2021 tentang 
Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah 

Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun 
Anggaran 2021, serta Keputusan Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Tehnologi Republik Indonesia nomor 
224/P/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Sekolah 
Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun 

Anggaran 2021/2022;  
 b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati 
Jombang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 dalam Peraturan Bupati; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

7. Undang-Undang   Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak  

Daerah  dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  109  Tahun  2000  tentang  

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 

2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6177); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) 

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

24. Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  62 Tahun  2017 

tentang  Pengelompokan Kemampuan  Keuangan  Daerah  
serta Pelaksanaan  dan  Pertanggungjawaban  Dana 

Operaional; 

25. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  36 Tahun  2018  
tentang  Tata  Cara  Penghitungan, Penganggaran  Dalam  

Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah,  dan  Tertib  
Administrasi Pengajuan,  Penyaluran,  dan  Laporan 

Pertanggungjawaban  Penggunaan  Bantuan Keuangan Partai 
Politik; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 3/E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 
104); 

29. Peraturan  Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun  
2006  tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 
15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Daerah 

Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun  2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 
8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 

Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 

Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 
3/D); 
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Jombang(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 
Nomor 6/A); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/A); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 

Tahun 2021 Nomor 7/A); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 
38 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini  yang dimaksud dengan: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Jombang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang. 

3. Bupati adalah Bupati Jombang. 

4. Penerimaan  Daerah adalah  uang  yang  masuk  ke kas 
Daerah. 

5. Pengeluaran Daerah adalah  uang  yang keluar  dari  kas 
Daerah. 

6. Pendapatan  Daerah adalah  semua  hak  Daerah  yang  

diakui sebagai  penambah  nilai  kekayaan bersih  dalam 
periode tahun  anggaran  berkenaan. 

7. Belanja  Daerah  adalah semua kewajiban  Pemerintah 
Daerah  yang diakui  sebagai  pengurang  nilai kekayaan 

bersih dalam  periode  tahun  anggaran berkenaan. 

8. Pembiayaan  adalah  setiap  penerimaan  yang perlu  dibayar 
kembali dan/atau  pengeluaran  yang akan diterima 

kembali,  baik  pada  tahun  anggaran  berkenaan  maupun 
pada tahun-tahun  anggaran berikutnya. 

9. Dana Cadangan  adalah  dana yang  disisihkan  untuk 
mendanai  kebutuhan  pembangunan  prasarana  dan 

sarana Daerah  yang  tidak  dapat dibebankan  dalam  1 

(satu)  tahun anggaran. 
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Pasal 2 

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  tahun  anggaran  
2021  semula sebesar  Rp 2.766.852.238.118  bertambah sebesar  

Rp  329.375.889.907,-  sehingga  menjadi Rp 3.096.228.128.025, 
dengan rincian sebagai berikut: 

1.  Pendapatan daerah 

a. Semula             Rp 2.609.852.238.118,- 

b. Berkurang      Rp        7.931.430.965,-   

Jumlah pendapatan daerah 

setelah perubahan     Rp 2.601.920.807.153.- 

2.  Belanja daerah 

a. Semula               Rp 2.766.852.238.118,-  

b. Bertambah     Rp     329.375.889.907,-  

Jumlah belanja daerah 

setelah perubahan   Rp 3.096.228.128.025,- 

3.  Pembiayaan daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula             Rp    197.000.000.000,- 

2) Bertambah    Rp    341.807.320.872,-                        

Jumlah penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan   Rp    538.807.320.872,- 

b.  Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula             Rp      40.000.000.000,- 

2) Bertambah   Rp        4.500.000.000,- 

Jumlah pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan    Rp     44.500.000.000,- 

Jumlah pembiayaan neto 

setelah perubahan      Rp   494.307.320.872,- 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 

setelah perubahan     Rp                           0 

 

 

Pasal 3 
 

Uraian lebih lanjut perubahan penjabaran anggaran pendapatan 

dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari peraturan Bupati ini terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2021 yang 
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, 
Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja 

dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Penjabaran  APBD Tahun Anggaran 2021 

Menurut Urusan Pemerintah Daerah, 
Organisasi, Program, Kegitan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
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3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan 
Besaran Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan 
Besaran Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan 
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum 

dan bersifat khusus; 

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan 
Besaran belanja bagi hasil; 

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut 
Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, 

Program, Kegitan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak 
Bumi dan Pertambangan Gas 

Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi*) Menurut Urusan Pemerintah Daerah, 

Organisasi, Program, Kegitan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur 
Menurut Urusan Pemerintah Daerah, 

Organisasi, Program, Kegitan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah 
Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang 
APBD dan Rancangan Perkada tentang 

Penjabaran APBD dengan Program Prioritas 
Perbatasan Negara.   

 

 

 

Pasal 4 

Lampiran  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  3  merupakan  
bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan  Bupati ini. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Jombang. 

 Ditetapkan di Jombang 

 Pada tanggal 15 Oktober 2021 

 BUPATI JOMBANG, 

 

                                                        ttd                                               

 

                MUNDJIDAH WAHAB 

 

Diundangkan di Jombang 

pada tanggal 15 Oktober 2021                                                                                                                                                                                                                                                                         

Pj. SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN JOMBANG,  

 

             ttd 

 

          SENEN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR 47/A 
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